
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO 

NOMOR  6  TAHUN 2022 
 

TENTANG 

PENYERTAAN DAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PADA 

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BALURAN  

KABUPATEN SITUBONDO 
 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

 

BUPATI SITUBONDO, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas usaha 

dan memperkuat struktur permodalan Badan Usaha 

Milik Daerah, perlu melakukan penyertaan dan 

penambahan penyertaan modal daerah Pemerintah 

Kabupaten Situbondo pada Perusahaan Umum 

Daerah Tirta Baluran Kabupaten Situbondo; 

b. bahwa masyarakat membutuhkan pelayanan 

Perusahaan Umum Daerah Tirta Baluran Kabupaten 

Situbondo yang transparan, profesional, dan 

akuntabel; 

c. bahwa dengan adanya hibah dari Pemerintah kepada 

Pemerintah Daerah sebagai tindak lanjut atas Surat 

Persetujuan Hibah dari Menteri Keuangan RI Nomor 

S-13/MK.6/WKN.10/2019 tanggal 16 April 2019 

yang diteruskan kepada Perusahaan Umum Daerah 

Tirta Baluran Kabupaten Situbondo dengan 

mekanisme penambahan penyertaan modal, maka 

harus diatur dalam Peraturan Daerah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo 

tentang Penyertaan dan Penambahan Penyertaan 

Modal pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum 

Tirta Baluran Kabupaten Situbondo; 

BUPATI SITUBONDO 
 

SALINAN 
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Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 9, dan Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 

Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang 

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3815); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan  Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6398); 
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8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 

tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat 

Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1972 Nomor 38); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5272); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 

2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang 

Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);  

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 

tentang Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 

Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 305);  
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14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 

Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6322); 

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 

Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6385); 

16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 

Tahun 2021 tentang Peraturan Presiden Nomor 87 

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 186); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 

2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 

Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara 

Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 

2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 
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19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 

2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 

Tahun 2007 tentang Investasi Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 

4);  

21. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 01 

Tahun 2009 tentang Investasi Daerah Tahun 2009 

(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 

2009 Nomor 01);  

22. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 01 

Tahun 2010 tentang Investasi Daerah Kabupaten 

Situbondo Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Situbondo Tahun 2010 Nomor 1, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo 

Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 16 

Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Situbondo Tahun 2013 Nomor 16); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 01 

Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah 

Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2012 

(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 

2012 Nomor 1);  

24. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 

Tahun 2016 tentang Perusahaan Daerah Air Minum 

(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 

2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Situbondo Nomor 11); 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN SITUBONDO 

dan 

BUPATI SITUBONDO 

   

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN DAN 

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PADA 

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA 

BALURAN SITUBONDO. 

 

  BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Situbondo. 

3. Bupati adalah Bupati Situbondo. 

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Situbondo. 

5. Penyertaan Modal Daerah adalah penggunaan aset 

untuk memperoleh manfaat ekonomis, manfaat 

modal dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat 

meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah 

dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. 

6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya 

disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang 

berbentuk Perusahaan Daerah yang seluruh 

modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten 

Situbondo atau Perseroan Terbatas yang seluruh 

atau sebagian besar modalnya (paling sedikit 51%) 

dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo. 
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7. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baluran 

Kabupaten Situbondo, yang selanjutnya disebut 

Perumda Air Minum Tirta Baluran adalah 

Perusahaan Umum Daerah Kabupaten Situbondo 

yang didirikan berdasarkan ketentuan Pasal 2 

Peraturan Daerah Tingkat II Situbondo Nomor 5 

Tahun 1991 tentang Pendirian Perusahaan Daerah  

(PDAM) Kabupaten Daerah Tingkat II Situbondo 

yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang 

bergerak di bidang pelayanan air minum bagi 

masyarakat Daerah. 

 

  BAB II 

TUJUAN DAN PRINSIP PENYERTAAN DAN 

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL 

Pasal 2 

 

Penyertaan dan penambahan penyertaan modal daerah 

bertujuan untuk meningkatkan kinerja Perumda Air 

Minum Tirta Baluran, pertumbuhan perekonomian 

daerah, dan menambah pendapatan asli daerah.  

 

  Pasal 3 

 

Penyertaan dan penambahan penyertaan modal daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan 

berdasarkan prinsip:  

a. ekonomi perusahaan; 

b. pelayanan kepada masyarakat; dan 

c. tata kelola perusahaan yang baik. 

 

  BAB III 

BENTUK PENYERTAAN DAN PENAMBAHAN 

PENYERTAAN MODAL 

Pasal 4 

 

Penyertaan dan penambahan penyertaan modal daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Perumda 

Air Minum Tirta Baluran dapat berupa uang dan barang 

milik daerah. 
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BAB IV 

JUMLAH PENYERTAAN DAN PENAMBAHAN 

PENYERTAAN MODAL 

Pasal 5 

 

(1) Penyertaan dan penambahan penyertaan modal 

daerah pada Perumda Air Minum Tirta Baluran 

sampai dengan 31 Desember tahun 2020 sebesar 

Rp. 9.935.468.110,00 (sembilan milyar sembilan 

ratus tiga puluh lima juta empat ratus enam puluh 

delapan ribu seratus sepuluh rupiah). 

(2) Penyertaan dan penambahan penyertaan modal 

daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. 

(3) Rincian penyertaan dan penambahan penyertaan 

modal daerah kepada Perumda Air Minum Tirta 

Baluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 

 

  Pasal 6 

 

Penyertaan dan penambahan penyertaan modal daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) ayat (1) disusun 

dengan menerapkan metode ekuitas berdasarkan 

standar akuntasi Pemerintah Daerah dan Peraturan 

Perundang-Undangan yang berlaku. 
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  BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Situbondo. 

 

Ditetapkan di  Situbondo 

pada tanggal 01 September 2022  

BUPATI SITUBONDO, 

 

ttd. 

KARNA SUSWANDI 

Diundangkan di Situbondo 

Pada tanggal 01 September 2022 

Pj. SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SITUBONDO, 

 

ttd. 

WAWAN SETIAWAN 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2022 NOMOR 6 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO PROVINSI JAWA 

TIMUR : 107-6/2022 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBNDO 

 NOMOR  6  TAHUN 2022 

TENTANG  

PENYERTAAN DAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL  

PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BALURAN  

KABUPATEN SITUBONDO  

 

I. UMUM 

 

   Otonomi daerah memberi kewenangan kepada daerah otonom 

untuk mengusahakan sumber-sumber pembiayaan terutama 

Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di 

daerah. Salah satu sumber pembiayaan pemerintahan daerah adalah 

investasi atau penyertaan modal pemerintah daerah. 

   Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  

Daerah  sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali,  terakhir dengan  

Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2015 tentang  Perubahan  Kedua  

atas  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan 

Daerah menegaskan bahwa pendirian BUMD bagi daerah ditujukan 

untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, 

penyelenggaraan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang 

dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat 

sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan 

berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik serta memperoleh laba 

dan/atau keuntungan. 

   Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah 

Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, hibah Pemerintah Pusat 

kepada Pemerintah Daerah dapat diteruskan kepada badan usaha milik 

daerah dengan mekanisme hibah atau Penyertaan Modal dan 

Penambahan Penyertaan Modal  sesuai ketentuan dalam Pasal 298 dan 

Pasal 304 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  

Daerah  sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali,  terakhir dengan  

Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2015 tentang  Perubahan  Kedua  

atas  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan 

Daerah. Penyertaan Modal dan Penambahan Penyertaan Modal  Daerah 

yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah merupakan kekayaan daerah 

yang dipisahkan. 
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II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1  

 Cukup jelas. 

Pasal 2  

 Cukup jelas. 

Pasal 3  

 Cukup jelas. 

Pasal 4  

 Cukup jelas. 

Pasal 5  

 Cukup jelas. 

Pasal 6  

 Cukup jelas. 

Pasal 7  

 Cukup jelas. 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2022 

NOMOR 6 
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LAMPIRAN  Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo  

Tanggal  : 01 September 2022  
Nomor  : 6  Tahun 2022  

 

RINCIAN PENYERTAAN DAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PADA 

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BALURAN  

KABUPATEN SITUBONDO 
 

Jumlah keseluruhan penyertaan modal Pemerintah Daerah 

Kabupaten Situbondo pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum 

Tirta Baluran sampai dengan Peraturan Daerah ini dibuat sebesar 

Rp. 9.935.468.110,00 (sembilan milyar sembilan ratus tiga puluh 

lima juta empat ratus enam puluh delapan ribu seratus sepuluh 

rupiah) dengan rincian sebagai berikut : 

 

URAIAN NILAI 

Tambahan penyertaan modal: 

a. Tahun 1992  

 

47.509.153 

b. Tahun 1994 berupa : 

1) bantuan Inpres Dati II 

2) pengembalian pajak ABT 

 

29.656.000 

73.085.205 

c. Tahun 1997 berupa : 

1) Uang 

2) Pengalihan aktiva 

3) Kekayaan eks anggaran belanja daerah 

 

4.490.507.322 

- 237.602.650 

50.171.880 

d. Tahun 2003 berupa bantuan biaya modal 

RKUD 

 

340.250.000 

e. Tahun 2009 1.800.000.000 

f. Tahun 2012 berupa Dana Pendamping IKK 

Kendit I 

 

400.000.000 

g. Tahun 2013 berupa Dana Pendamping IKK 

Kendit II 

 

400.000.000 

h. Tahun 2014 berupa Dana Pendamping IKK 

Kendit III 

 

400.000.000 

i. Tahun 2015 berupa Dana Pendamping IKK 

Kendit III 

 

550.000.000 

j. Tahun 2019 berupa jaringan induk distribusi 

kapasitas sedang 

1.591.891.200 

JUMLAH  9.935.468.110 

 

BUPATI SITUBONDO, 

 

ttd. 

 

KARNA SUSWANDI 


